BAB 1
PENDAHULUAN

A, Latar belakang Masalah.

Hukum Islam ditetapkan oleh Allah tidak lain ada-
lah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Diantara tu-
juan terppkok syara' didalam menetapkan hukumnya- _Vwada-
lah untuk memelihara agama, untuk memelihara jiwa dan ra—
ga, untuk memelihara akal fikiran, untuk memelihara ketu-
runan serta untuk memelihara harta benda dam kehormatan
( Abdul Qadir Audah, 1992, IIj 203 ).

Didalam hukum Islam terdapat perbuatan- perbuatan
pidana yang masuk daerah hudud. Perbuatan - perbuatan
pidana yang masuk kedalam jarimah hudud adalah perbuatan
yanhg diénggap berat dan berbahaya, sehingga Jjenis dan
macamnya telah ditentukan begitu pula maéam sangsi dan
pidananya. Artinya hukuman bagi pelaku jarimah hudud ti-
dak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan atau oleh
masyarakat. Kejahatan yang masuk daerah hudud adalgh per-

zinaan, qadzab, minum-minuman keras, pencurian harta ben-

da, hirobah, murtad dan pemberontakan. ('Ahmad Hanafi,MA,
1967 ¢ 7 ).

Disamping jarimah hudud ada pula perbuatan pidana
 yeng masuk dalam jarimah qisas diyat; o perbuatan
pidana yang diancam dengan hukuman gqisas maupun diyat me-
rupakan jenis hukuman yang telah ditentukan batas -batas-



nya dan tidak ada batas terendah atau tertinggi, tetapi

menjadihak- seorang dengan pengertian bahwa sikorban bisa
memaafkan sipembuat kejahatan dan apabila dimaafkan huku-

man bisa menjadi hapus. Jarimah gisas diyat ada lima ma-

cam yaitu pembunuhan sengaja, penganiayaan sengaja, pem-
bunuhan tidak sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.(Ah-
mad Hanafi, MA. 1967 : 8 ) .

Masih ada jenis perbuatan pidana yang masuk dalam
jarimah ta‘'zir, dimana syara' tidak menentukan macam -
macamnya hukuman bagi pelakunya tetapi hanya menyebutkan
sekumpulan hukuman dari yang ferendah sampai yang se--

tingginya. Dalam hal ini. hakim diberi kewemangan untuk
memilih hukuman mana yang sesuai dengan hukuman jarimah

yang di .lakwkan serta kondisi pelakunya. Jenis jarimah
ta';ier tidak ditentukan Jjumlahnya dan macamnya. Syara'
hanya menentukan sebagian saja dalam perﬁuatan ta'zier
tersebut yang selamanya perbuatan itu dianggap  sebagai -
jarimah. Sedang sebagian terbesar dari jarimah  ta'zier
diserahkan kepada penguasa dengan syarat — syarat hafus
sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dam +tidak berla-
wanan dengan nash syara' serta prinsip - prinsipnya yang
umum, Ahmad Hanafi, MA, 1967 ;5 8 ). '

Pencurian adalah salah satu perbuatarn terlarang

yang masuk daerah hudud, yang sama jenis hukuman bagi

pelakunya sudah ditentukan oleh Allah semata dan menjadi
hak untuk@yas. Tidak ada. bagi perseorangan untuk menam-—r
v



bah atau mengurangi hukuman tersebut apalagi untuk meng-

hapuskanmnya. Sesuai dengan firman Allah SWT. :.

o 3.
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Artlnya :

' Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka
potonglah tangan keduanya ( sebagai ) balasan bagi apa
yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari
Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.
Maka barang siapa bertobat sesudah melakukan kejahatan
itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun Lagi Maha Penyayang ". ( Al-Maidah : 38-39).

Kata kuJ\dan LJ‘itu bersifat umum atau ‘am
dan lafadz yang masih berslfat umum itu tidak  boleh di
amalkan sebelum di tahsis. Seperti disebutkan dalam .:ge=*:

buah gqa'idah usul f1q1h =

e, 0

23 :gx L,;u.ﬁ‘\ Ou,§\dk gell

Artinya :
" _Pengamalan 'am sebelum dibahas tentang yang meng-
khususkan, tidak boleh ". ( Muslih Usman, MA.1996: 44?

Jadi tidak semua pencurian itu dapat dijatuhi:
hukuman potong tangan sesuwai penjelasan umum yang  ada
didalam Al-qurtan. Melainkan ada syarat-syarat khusus
balk yang menyangkut kelakuanya, sesuatu yang dicuri,'
niat orang yang mencuri dan laln.sebagalnya yang telah
dibahas oleh para ulama' didalam bab-bab pencurian.

Kasus orang yang mengambil anak dibawah umar
milik orang lain secara tidak berhak telah disinggung

oleh para ulama didalam bab-badb pencurian harta pada
unumnya. Hanya kemudian terjadi perbedaan faham apakah



tarmasuk yang dijatuhi hukuman had atau ta'zier. ( Sayid
Sabiq, 1992, II; 417 ).

Hal ini berarti dapat diduga bahwa memang para
ulama fiqih menganggap bahwa kasus mengambil anak diba-
wah umur milik orang lain dengan melawan hukum terma--
suk dalam pembahasan pencurian. Padahal pada umumnya

yang dibahas dalam pencurian itu obyeknya adalah  harta

kekayaan dan bukan manusia,

Didalam hukum pidana, tentang perbuatan mengambil
anak dibawah wumur milik orang lain dibahas diluar bab
dan pasal-pasal pencurian, yaifu diatur didalam bab ke-—
jahatan +terhadap kemerdekaan orang. Dan 1lebih  khusus.
diatur didalam pasal 330 ayat 1 dan 2 tenfang pelepasan
anak dibawah umur dari kekuasaan yang sah. Pasal -pasal
tentang pencurian hanyalah berhubungan dengan harta ke -—
kayaan . Dan manusia tidak di anggap sebagai harta se~
hingga orang yang mengambil anak dibawah umur dari keku-
asaan yang sah.sécara melawan hukum +Vidak dianggap se--

bagai Jjenis pencurian.

Dari latar belakang diatas dirasakan adanya sua-
tu permasalahan yang perlu dikaji dan di Bandingkan anta-

ra pemahaman hukum islam dan hukum agama tentang anak

dibawah umur apakah termasuk. harta atau tidak. dan ke-
napa pula kasus anak dibawah umur milik oramg lain de—
ngan melawan hukum, didalam hukum islam, dimasukkan da-

lam bab dan pembahasan pencurian. Sedangkan didalam hu-



kum pidana tidak dimasukkan dan mana yang lebih tepat.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diataw . dapet . di-
identifikasi bahwa masalah yang akan dibahas adalah temn-
tang perbuatan mengambil anak dibawah umur milik orang

lain dengan melawan hukum menurut hukum islam dan hu-
kum pidana . Dengan membandingkan diantara keduanya ma-

na yang lebih tepat.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan ini terarah dan tidak terlalm

melebar maka akan dibatasi sebagai mana berikut :

anak merdeka yang belum mumayis

LU

- dari segi subyek

mengambil anak dibawah  umur-

”"

- dari segi aktifitas
dari kekuasaan yang sah secara
melawan hukum.

- dari segi tinjauan hukum pidana islam dan kitab

.0

Undang-undang hukum pidana.

- dari segi wakiu tahun 1997.

.0

D.. Perumusan. Masalah



Agar lebih praktis dan operasional maka masalah

yaﬁg akan dibahas akan dirumuskan dalam bentuk perta-~

nyaan sebagai berikut

1. ‘Bagalimana :perbandingan antarsa Hukum Islam dan Hukum

‘Pidana téntang mengambil anak dibawah umur miliknya-
:0rang 'lain dengan-melawan hukum, dan bagaimapa .per-,
-Bdfldall 8ertd ‘perbedaapnyas s . .a sl ~Tie

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kitab Undang
undang hukur pidana tenteng perbuatan mengambil anak

dibawah wumur milik orang lain dengan melawan hukum

tersebut, mana yang lebih tepat.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan rumusan pertanyaan diatas maka

tajuan studi ini adalah sebagai berikut :

1.. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara hu--

kum islam dan kitab Undang-undang hukum pidana ten—
tang perbuatan mengambil anak dibawah wumur milik

orang lain secara melawan hukum . Dan bagaimana per-—

bedaan dan persamaannya ..

2. Untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada didalam

hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam
hukum islam dan untuk mengetahui mana yang lebih

\
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hAgar lebih praktis dan operasional maka masalah
yang akan dibahas akan dirumuskan dalam bentuk perta--
nyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan tentang perbuatan mengambil se-
orang anak milik orang lain dengan melawan hukum
menurut hukum islam dan kitab Undang-undang hukum
pidana . Bapaimanakah perbedaan dan persamaannya .

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kitab Undang
undang hukum pidana tenteng perbuatan mengambil anak

dibawah wumur milik orsng lain dengan melawan hukum

tersebut, mana yang lebih tepat.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan rumusan pertanyaan diatas maka

tajuan studi ini adalah sebagai berikut :

1.. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara hu--

kum islam dan kitab Undang-undang hukum pidana ten-

tang perbuatan mengambil anak dibawah umur milik

orang lain gecara melawan hukum . Dan bagaimana per-

bedaan dan persamaannya ..

2. Untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada didalam
hukum pidana sesuai dengam ketentuan yang ada dalam
hukum islam dan untuk mengetabui mana yang lebih



tepat antara keduanya.

F. Kegunaan Studi

Hasil dari pembahasan ini sekurang - kurangnya
diharapkan dapat bermanfaat :

1. Sebagai bahan hipotesa berikutnya yang lebih menda-

lam tentang masalah mengambil anak dibawah umur.  mi-

1ik orang lain secara melawan hukum .
2. Sebagai kontribusi dalam pembinaan hukum baik hukum

islam maupun hukum pidana . |

G. Data terhimpun

Adapun data-data yang diperluvkan dalam A kajian
ini adalah :
1. Ketentuan - ketentuan yang berhubungan dengan pencu~
rian didalam hukuom islam . |
2. Ketentuan - ketentuan yang berhubungan dengan menarik
anak dibawah umur dari kekuasaan yang sah didalam

hukum pidana .

5. Ketentuan - ketentuan yang berhubungan dengan harta
dan anak dibawah wumur baik menurut hukum islam

maupun hukum pidana .



4, Ketentuan - keten}uan yang berhubungan dengan 'am dan

khos didalam kaidah usul fiqih

H.. Sumber data

Yang dijadikan sumber utama dalam kajian ini ia-

lah
1. Kitab-kitab Figih :

8. At-Tasyri' Al- Jinaiy Al-- Islamiy

be. Al=- Fighul Islamiy Wa Adilatuhu

¢. Al- Fighu Ala Madzhibi Al- Arbat‘ati

d. Fighus Sunnah

e. Al- Majmu' FI Syarhi Al- Muhadzdzab

f. Bidayatu Al- Mujtahid Wanihayatu Ai~~Muqtasid

g+ Subulus salam Fi Syarkhi Bulughil Maram

h. Asaz-asaz Hukum Pidana Islam
2. Kitab— kitab Hukum Pidana .

a. Kitab undahg-undéng hukum Pidana

b.. Hukum Pidana Bagian Khusus

c. KUHP dan Penjelasannya

d Asaz~azas Hukum Pidana
e Tindak-tindak Pidana tertentu di In@onesia

f. Pokok~pokok Hukum Perdata:
3+ Kitab - kitab Usul Fiqih ;



a, Usul Figih, Abdul Wahab Khalaf
b.. Ushul Fiqih, Nasrun Harun )
c. Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah Pedoman dalam

istimbat Hukum,

I. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang dipakai dalam

kajian ini adalah :

a. Pengolahan data denganm cara Editing

b. Pengorganisasian data , yaitﬁ dengan cara menyusun Ke
mudian mensistematisasikan data-data ysng telah di-
peroleh dalam kerangka.paparan.yang sudah di rencana-
kan sebelumnya.

c. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil riéet de-
ngan dalil atau kaidah serta teori yang ada sehingga
diperoleh kesimpulan tertentu.

J. Bahasan Hasil Riset

Adapun untuk pembahasan hasil riset akan diguna-
kan metode : . |
1e Induktif, yaitu dengan mengemukakan kenyataan;kenya-

taan khusus tentang masalah mengambil anak dibawah
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umur milik orang lain dengan melawan hukum baik yang

ada didalam hukum islam maupun yang ada didalam hukum
pidana kemudian disimpulkan secara umum.

2. Komparatif , yaitu dengan membandingkan antara keten-—

tuan -~ ketentuan yang ada didan:a‘n} fiqih islam maupum

hukum pidana tentang perbuatan mengambil anak diba--

wah umur milik orang lain secara melawan hukum .



